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ABSTRAK 

Faktor alam dan faktor manusia dari suatu daerah telah memperlihatkan bahwa 

Indikasi Geografis merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus 

didaftarkan dan dilindungi.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi 

pendaftaran terhadap Indikasi Geografis kopi Ogan Komering Ulu dan 

menganalisis alasan mengapa kopi Ogan Komering Ulu belum didaftarkan serta 

menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum Indikasi Geografis kopi Ogan 

Komering ulu sebagai upaya kepastian hukum di masa yang akan datang. Metode 

penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah metode normatif bersisi 

empiris dengan melakukan pendekatan perundang--undangan dan pendekatan 

konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendaftaran sangat dibutuhkan 

agar perlindungan indikasi geoegrafis dapat dipakai sebagai alat promosi kopi Ogan 

Komering Ulu, menghindari pemalsuan dan persaingan curang serta menjadi alat 

bukti pada saat persidangan.Pendaftaran Indikasi Geografis kopi Ogan Komering 

Ulu menghadapi hambatan yakni inisiasi pengumpulan dokumen yang masih dalam 

proses, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh petani kopi 

serta kurangnya peran pemerintah daerah dalam mendaftarkan kopi Ogan 

Komering Ulu. Indonesia perlu meratifikasi hukum internasional yakni Lisbon 

Treaty yang mengatur secara spesifik mengenai pendaftaran Indikasi Geografis, 

Indikasi Geografis kopi Ogan Komering Ulu perlu didaftarkan secara internasional 

agar dapat dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari Indikasi Geografis. 

 
Kata Kunci: Pendaftaran Indikasi Geografis, Kopi Ogan Komering Ulu, 

Perlindungan Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan perdagangan secara global mengharuskan 

kemunculan akan perlindunganqbarang atau produk yang memberikan 

jaminan keaslian dikarenakan kebutuhan oleh konsumen, termasuk 

didalamnya ialah barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu negara atau 

wilayah tertentu.1 Perlindungan terhadap indikasi geografis adalah salah 

satu hal yang sangat penting untuk menjawab tantangan tersebut. 

Keberadaan perlindungan indikasi geografis didorong oleh keterkaitan 

antara unsur alam dan manusia untuk membangun kekayaan alam yang 

berkarakteristik unik dari suatuqbarang yang dihasilkan oleh suatu daerah 

atau wilayah tertentu.2 

 Perlindungan terhadap indikasi geografis di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

yang selanjutnya disingkat UU Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian 

Indikasi Geografis menurut Pasal 1 angka (6) UU No. 20 Tahun 2016 adalah 

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu 

barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk 

faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut 

 
 1 Djulaeka, 2014, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perspektif Kajian 

Filosofis HaKI Kolektif-Komunal, Malang:Setara Press, hlm. 58. 

 2 Ibid.  
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memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang 

dan/atau produk yang dihasilkan”.3 Indikasi Geografis juga memiliki 

pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga 

diakui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan 

dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia. 

 Faktor alam dan faktor manusia dariqsuatu daerah dan/atau wilayah 

telah memperlihatkan bahwa indikasi geografisqsebagai bagian dari hak 

kekayaan intelektual harus diberikan suatu penghargaan dalam bentuk 

pemberian ‘hak’ yang dapat meningkatkanqkesejahteraan masyarakat, atau 

pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatuqdaerah dan/atau wilayah 

tertentu. Perlindungan hukumqterhadap berbagai macamqproduk yang 

mencirikanqindikasi geografisqdi Indonesia harusqbisa menjawab 

tantangan perdagangan global yakni salah satunya denganqmemberikan 

kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia.4 

 Banyak produk yang dihasilkan berdasarkan kebudayaan dan 

kesenian lokal seperti kain songket Sumatera Selatan, tenun ulos Sumatera 

Utara, tenun siak Riau dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk indikasi geografis, 

seperti kopi robusta Semendo, kopi robusta Pagaralam, lada putih Muntok, 

vanili Kepulauan Alor dan masih banyak ragam lainnya.  Indikasi geografis 

 
 3 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953   

 4 Indra Rahmatullah, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual 

Melalui Ratifikasi Lisabon", Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2 (2014) hlm. 306. 
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sangat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

nasional apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.  

 Penghormatan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual 

menjadi sebuah keniscayaan termasuk didalamnya perlindungan terhadap 

hak yang sifat dan eksistensinya dimiliki secara komunal.5 Faktor geografis 

suatu daerah atau wilayah di Indonesia yang khas merupakan penentu dalam 

membentuk kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari suatu barah 

yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis. Indonesia sebagai 

negara agraris memiliki potensi besar untuk menghasilkan tanaman pangan 

yang berpotensi untuk dilindungi oleh indikasi geografis. 

 Keberadaan indikasi geografis telah diakui sebagai bagian dari hak 

kekayaan intelektual semenjak ditandatanganinya the Agreement of Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in 

Counterfeit Goods (selanjutnya disebut TRIPs) pada tahun 1994.6 

Pengertian indikasi geografis sendiri diatur dalam Article 22 (1) TRIPs yang 

menyebutkan bahwa: 

  “Geograpichal Indications are, for the purposes of this agreement, 

Indication which indentify a good as originating in the territory of a 

member, or a region or locality in that territory, where a given quality, 

reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to 

its geographical origin” 

 

 Adanya pengakuan indikasi geografis sebagai bagian dari hak 

kekayaan intelektual memberikan suatu makna, bahwa indikasi geografis 

 
 5 Djulaeka, Op.cit, hlm. 1. 

 6 Ibid, hlm. 3. 



 
 

  4 

melekat pada suatu ‘property’ yang sifat kepemilikannya tidak lagi bersifat 

pribadi, melainkan bersifat komunal, dan melekat bersamaan dengan sifat 

‘eksklusifitas’ terbatas pada pihak-pihak yang berkepentingan di daerah  

yang berhak terhadap pemanfaatan secara ekonomis.7 Dalam upaya 

perolehan ‘kepemilikan’, indikasi geografis tidak secara otomatis melekat 

pada pihak-pihak yang berkepentingan di daerah, namun harus terpenuhi 

persyaratan secara substantif yang telah ditentukan oleh UUqMerek dan 

Indikasi Geografis.8 

 Konsep dasar indikasi geografisqjika dikaitkan dengan perlindungan 

hukum, maka implementasi perlindungannya tergantung pada pendekatan 

masing-masing negara terhadap suatu peraturan dan kebijakannya. 

Perlindungan atas indikasi geografis mengatur bagi negara-negara 

berkepentingan untuk mencegah dari penggunaan dari suatu barang yang 

menyatakan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah tempat asal 

aslinya dan juga memiliki peran strategis dalam dunia ekonomi diantaranya 

sebagai sarana perlindungan bagi konsumen maupun produsen, sarana 

pemasaran, sarana pembangunan daerah dan sarana pemerataan ekonomi.9 

 Perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia menjelaskan 

bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, indikasi geografis harus 

terdaftar,siapapun yang mengajukan permohonan untuk perlindungan 

indikasi geografis maka pihak pemilik adalah masyarakat setempat. Hak 

 
 7 Ibid, hlm. 66. 

 8 Ibid. 

 9 Maria Alfons,"Tanggung Jawab Pemerintah Atas Perlindungan Hukum Geografis 

Berdasarkan Pasal 20 Tahun 2016", Jatiswara Vol. 3, No. 3(2020), hlm. 305 
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ekslusif yang didapatkan pemegang indikasi geografis berbeda dengan hak 

ekslusif hak kekayaan intelektual lainnya. Hak ekslusif indikasi geografis 

hanya berpengaruh pada pemanfaatan, penggunaan indikasi geografis, 

Indikasi geografis dapat digolongkan dalam kekayaan komunal, karena 

kepimilikan indikasi geografis dimiliki secara komunal oleh masyarakat 

penghasilnya.10 

 Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, setiap daerah 

mempunyai makanan khasnya masing-masing. Misalnya di Sumatera 

Selatan, ada pempek, model, dan juga kopi khas Sumatera Selatan. 

Memiliki wilayah bertopografi perbukitan, kopi menjadi salah satu 

komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan masyarakat di Sumatera 

Selatan. Kopi Sumatera Selatan merupakan potensiqnasional yang dapat 

menjadi komoditas unggulan, baik dalamqperdagangan domestikqmaupun 

internasional. 

 Sumatera Selatan adalah salah satu dari Provinsi di Indonesia yang 

mempunyai lahan perkebunan kopi yang sangat luas dan tersebar di 

beberapa daerah seperti diantaranya Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Ogan 

Komering Ilir, OKU Timur, OKU Selatan, Lubuk Linggau, Musi Rawas, 

Banyuasin, Musi Banyuasin dan Empat Lawang. Kopi merupakanqsalah 

satu komoditasqunggulan yang dibudidayakan olehqmasyarakat dan juga 

merupakan salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia. 

 
 10 Wahyu Sasongko,"IndikasiqGeografis: Rezim HKI yangqBersifat Sui Generis", Jurnal 

Media Hukum vol 19, no.1, (2012) , hlm. 107-108 
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 Menurut data yang diambil dari Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia per 23 

Januari 2022, Beberapa Kopi di Sumatera Selatan sudah didaftarkan dan 

diberikan perlindungan Indikasi Geografis antara lain, Kopi Robusta 

Semendo (Muara Enim) dengan nomor sertifikat G// 000035, Kopi Robusta 

Empat Lawang dengan nomor sertifikat G// 000055, dan Kopi Robusta 

Pagaralam dengan nomor sertifikat G//000097.11 

 Perlindungan hukum ini didapatkan apabila jenis kopi tersebut 

mendeskripsikan bagaimana kopi tersebut ditanam, diproses pasca panen, 

hingga diracik menjadi minuman kopi spesial, menjadikan kopi tersebut 

denganqrasaqterbaik yang dihasilkan dariqdaerahqmikro yang istimewa. 

 Belum optimalnya perlindungan Indikasi Geografis merupakan 

masalahqyang harus segera diatasi, mengingat Indonesiaqmemiliki banyak 

potensi ekonomi yang terkait dengan Indikasi Geografis. Namun, 

masyarakatqbelum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan 

hukumqterhadapqIndikasi Geografis.qFungsi perlindungan hukum tidak 

terbatas pada pendaftaran atau sertifikasi,qindikasi geografis juga dapat 

meningkatkan dan menjaga kualitas serta karakteristik produk, sehingga 

perlu dilindungi dari pembajakan atau pemalsuanqdalam wujud penuntutan 

gugatan ganti rugi maupunqdalam bentuk pidana. 

 
 11 Pangkalan Data Kekayaan Intelektual,  https://pdki-indonesia.dgip.go.id Diakses pada 

tanggal 23 Januari 2022, Pukul 11.11 WIB 

https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
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 Tercatat pada tahun 2018-2020 produksi kopi Sumatera Selatan 

mencapai 556 Ribu Ton.12 Selain itu Sumatera Selatan memiliki kopi 

organik yang telah mendapat sertifikat organik dari BIOcert, yakni dari 

Kelompok Tani Bhineka Tunggal Ika asal Kabupaten Lahat, Kelompok 

Tani Harapan Jaya, Desa Pekuwolan dan Kelompok Tani Sinar Mulya asal 

Desa Bedeng Tiga dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

 Persoalan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji, dan 

menganalisis karya tulis yang berupa tesis dengan judul 

“PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI OGAN 

KOMERING ULU SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM 

KEPEMILIKAN HAK" 

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang diuraian pada latar belakang tersebut diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa yang menjadi urgensi pendaftaran terhadap Indikasi Geografis 

Kopi Ogan Komering Ulu? 

2. Apa alasan Indikasi Geografis Kopi Ogan Komering Ulu belum 

didaftarkan? 

 
 12 Statistik Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 

https://sumsel.bps.go.id/indicator/54/416/1/produksi-tanaman-perkebunan.html, diakses pada 7 

Maret 2022 Pukul 21.20. 

https://sumsel.bps.go.id/indicator/54/416/1/produksi-tanaman-perkebunan.html
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3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis 

kopi Ogan Komering Ulu sebagai upaya kepastian hukum di masa yang 

akan datang? 

B. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam rangka penelitian ini adalah:  

1. Untuk menjelaskan urgensi pendaftaran terhadap Indikasi Geografis 

Kopi Ogan Komering Ulu 

2. Untuk menganalisis alasan mengapa kopi Ogan Komering Ulu belum 

didaftarkan 

3. Untuk Menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum Indikasi 

Geografis kopi Ogan Komering Ulu sebagai upaya kepastian hukum di 

masa yang akan datang 

C. Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan akan memberi 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penilitan ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat secara akademik dan formil terhadap ilmu 

hukum, baik manfaat sebagai bahan informasi, referensi, dan 

memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap 

indikasi geografis Kopi Sumatera Selatan.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Selatan sebagai 

pemegang hak Indikasi Geografis, sehingga dalam mewujudkan 

kepastian hukum dan terlindungya hak-hak sebagai masyarakat 

di daerah. 

b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber 

referensi untuk mengetahui dan menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian kedepan terkait dengan Indikasi 

Geografis. 

c. Diharapkan bahwa hasil penelitianqiniqdapatqmembantu 

perlindunganqprodusen dan konsumenqdi masa yang akan 

dating apabila menghadapiqmasalah. 

D. Kerangka Teoritis 

1. Grand Theory 

 Penelitian tesis ini menggunakan teori kepastian hukum 

sebagai grand theory. kepastian hukum cenderung dapat dikatakan 

sebagai "kepastian undang-undang" dan memandang hukum sebagai 

suatu kumpulan aturan (legal rules), yang mengandung norma-

norma (legal norms), dan asas-asas (legal principles).13 

 
 13Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), 

Jakarta: Gunung Agung Press, hlm.82-83 
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 Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum yang sifatnya 

hanya membuat suatu aturan yang bersifat umum. Sifat umum dari 

aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan 

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-

mata hanya untuk kepastian.14 

 Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa dalam 

mencapaiqketertibanqdiusahakan adanya kepastianqhukum dalam 

pergaulan manusia diqmasyarakat,qkarena tidakqmungkin manusia 

dapatqmengembangkan bakat danqkemampuan yang diberikan 

tuhan kepadanyaqsecara optimalqtanpa adanya kepastian hukum.15 

 TeoriqKepastian hukum mengandungq2(dua) pengertian, 

yaitu pertamaqadanya sebuah aturan yang bersifatqumum sehingga 

individu mengetahuiqperbuatan yang bolehqatau tidak boleh 

dilakukan, dan keduaqberupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah dikarenakanqdengan adanya aturan 

hukumqyang bersifat umum,qindividu dapat mengetahui apa yang 

dibebankan atauqyang dilakukan oleh negaraqterhadap individu.  

2. Middle Range Theory 

 Middle RangeqTheory merupakan teoriqyang digunakan 

agar pembahasanqmenjadiqlebihqfokus dan mendetail atas suatu 

 
 14 Ibid. 

 15 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Pranada Media 

Group, hlm. 148. 
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Grand Theory. Middle Range Theory dalam penelitian ini 

menggunakan Perlindungan hukum. 

 Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang 

sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian dari teori ini 

diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran 

teori ini beradaqpada posisi yang lemah, baikqsecara ekonomi 

maupun lemah dari aspekqyuridis”.16 

 Konsekuensiqmenyatakan dirinya sebagai negara hukum, 

yang melindungi segenapqbangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, sudahqseharusnya setiap warga negara sebagai 

subyek hukum dan segenap aspekqkehidupannya di seluruh 

Indonesia harus mendapatkan perlindunganqhukum atau peraturan 

perundang-undangan yang mengatur,qmengakui dan menghormati 

serta melindungi hak-hak setiapqsubyek hukum.qSudikno 

Mertokusumoqmengatakan “Kaidahqhukum lazimnya diartikan 

sebagai peraturan yang menentukanqbagaimana manusia itu 

seyogyanya berlaku, bersikapqdi dalam masyarakat agar 

kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.17 

 Satjipto Rahardjo menyebutkanqperlindunganqhukum 

adalah memberikanqrasa pengayoman kepada hak asasi manusia 

untuk  diperuntukkan  kepada masyarakat yang dirugikan orang lain 

 
 16 Salim HS, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, hlm.259. 

 17 Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.66. 
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agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum. 

 Perlindungan hukum juga memerlukan penyelenggara 

negara dalamqmembuat kebijakan atau program yang mengakui, 

menghormati dan melindungiqhak-hak atau kepentingan 

masyarakat.qDemikian juga apabila haka tau kepentingan 

masyarakat dilanggar oleh subyek hukum lain maupun yang belum 

mendapatkanqperlindungan negara, maka hukum harusqditegakkan 

dengan benarqsesuai dengan rasa keadilanqdalam masyarakat. 

 Definisi perlindungan hukumqadalah suatu hal yang 

mengkaji dan menganalisis tentang wujudqatau bentuk atau tujuan 

perlindungan, subjek hukum yangqdilindungi serta objek 

perlindungan yangqdiberikan oleh hukum kepadaqsubjeknya.18 

Secara teoritis, menurut Philipus M. Hardjonqbentuk perlindungan 

hukumqdibagiqmenjadi dua bentuk sebagai berikut: 19 

a. Perlindunganhukumqpreventif,qmerupakanqperlindunganq

hukumqyangqsifatnyaqpencegahan.qSehingga, 

perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi pemerintah 

yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Masyarakat 

secara aktif diberikan kesempatan untuk mengajukan 

 
 18 Salim H.S,  Op, cit, hlm. 270. 

 19 Ibid. 
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keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat 

bentuk yang definitif. Karena adanya perlindungan hukum 

preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap lebih hati-

hati dalam mengambil keputusan bagi masyarakat. 

b. Perlindungan hukum represif, perlindungan ini berfungsi 

adalah untuk menyelesaikan konflik jika terjadi perselisihan. 

Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang sebagian 

bertanggung jawab atas perlindungan hukum bagi 

masyarakat. Lembaga-lembaga ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu pengadilan dalam sistem peradilan umum 

dan instansi pemerintah yang merupakan badan banding 

administrasi. Perlindungan yang bersifat represif bertujuan 

untuk menyelesaikan perselisihan. Prinsip ini didasarkan 

pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena 

konsep perlindungan pada dasarnya melibatkan pembatasan 

dan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. 

  Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis termuat 

dalam perjanjian TRIPS dalam pasal 22 yaitu indikasi yang 

digunakan untuk mengindentifikasi orisinalitas teritorial, atau 

regional dari suatu barang yang berisi tentang kualitas, reputasi dan 

karakteristik lainnya yang berhubungan dengan asal geografis suatu 

barang baik itu berasalqdari hasil ilmiah, ataupun benda artistic 

apapun yangqdiciptakan. 
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  Mengingat arti penting dari hak kekayaan intelektual 

Indikasi Geografis terhadap kopi Sumatera Selatan, Menyadari 

betapa pentingnya Indikasi Geografis sebagai hak kekayaan 

intelektual bagi kopi Sumatera Selatan, diperlukan suatu konsep 

perlindungan hukum yang memperhatikan hak-hak masyarakat 

sebagai pemegang identitas geografis suatu daerah dalam konteks 

hak kekayaan intelektual. Konsep perlindungan ini diharapkan tidak 

menghilangkan prinsip kesejahteraan bersama dan kepemilikan 

bersama, namun juga tidak mengabaikan kebutuhan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat kopi Sumatera Selatan 

digunakan dalam industri besar. Oleh karena itu, peran pemerintah 

dalam melaksanakan perlindungan hukum, baik secara pencegahan 

maupun penyelesaian perselisihan, sangat penting dan relevan. 

3. Applied Theory 

 Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana 

asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang ditelisi. Applied Theory yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Teori-Teori Perlindungan Hukum terhadap Hak 

Kekayaan Intelektual.  

 Kata "Intelektual" secara harfiah dalam HKI mencerminkan 

bahwa “obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, 

daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the 

Human Mind).” HKI adalah hak yang bersifat eksklusif diberikan 



 
 

  15 

melalui suatu tatanan atau peraturan tertentu kepada orang-

perorangan atau kelompok orang atas suatu karya baik yang 

diciptakannya atau yang dikuasainya. Menurut McKeough and 

Stewart mendefinisikan HKI sebagai “hak yang mengandung unsur 

perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki 

manfaat ekonomi”. Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah “hak 

hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi 

manusia yang tidak berwujud dan akan dipergunakan untuk 

memproduksi suatu temuan berbentuk tekhnologi yang sifatnya 

lebih khusus.20   

 HKI baru akan terjadi jika kemampuan intelektual manusia 

tersebut telah berbentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, 

digunakan, dan atau diwujudkan kedalam suatu bentuk tertentu. 

Seperti yang disebutkan oleh David I Bainbridge mengenai HKI 

merupakan “hak yang berasal dari kegiatan kreatifitas dan sebuah 

kemampuan berpikir manusia yang kemudian diekspresikannya 

kedalam suatu bentuk tertentu, memiliki manfaat tertentu, yang 

dapat diperlihatkan dan dipergunakan kepada masyarakat umum 

lainnya serta berpotensi untuk mendatangkan keuntungan”. 

 Francis W. Rushing dan Carole Ganz Brown berpendapat 

bahwa Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual 

 
20 Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh,  2004, Perlindungan Hak Varietas Tanaman 

Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm. 14. 
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(HKI) akan memberikan dorongan bagi peningkatan ukuran, 

kualitas, dan efisiensi suatu karya intelektual, baik bagi para 

penemu, pencipta, maupun desainer. Selain itu, hal ini juga akan 

menjadi daya tarik bagi investasi asing. 

 Mengingat betapa pentingnya hak kekayaan intelektual bagi 

masyarakat, diperlukan suatu bentuk perlindungan yang tidak 

mengesampingkan prinsip kesejahteraan bersama dan kepemilikan 

komunal, tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan terhadap kopi. 

Maka dari itu, peran pemerintah dalam menjalankan perlindungan 

hukum sangat diharapkan dan terlihat secara nyata melalui peraturan 

perundang-undangan, terutama dalam pengaturan hak kekayaan 

intelektual. 

 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah harta kekayaan 

dalam bentuk yang tak berwujud, bersumber dari ide atau intelektual 

manusia. Karenanya doktrin perlindungan hukum HKI diberlakukan 

secara efektif, sehingga hukum nasional meresponnya dengan 

dibentuknya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di 

negara Indonesia yang mengikat setiap warganya, dampak dari 

diterapkannya peraturan tentang HKI diharapkan masyarakat 

Indonesia khususnya pemilik dari HKI untuk terbiasa dengan 
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pendaftaran HKI dan dari setiap pendaftaran HKI diterbitkan 

sertifikat pendaftaran.21   

 Pembahasan perlindungan HKI maka perlu diketahui bahwa 

sejatnya pelindungan pada HKI adalah merupakan sebuah sistem 

yang memerlukan suatu rangkaian dari unsur-unsur dari 

perlindungan itu sendiri danqtidak terpisahkan satu dengan lainnya, 

adapun unsur-unsur dari rangkaian tersebut adalah: adanya subyek 

hukum yang menajdi subyek perlindungan HKI, Obyek Hukum, 

yaitu obyek yang akan mendapatkan perlindungan HKIqberupa 

benda tak berwujud, Perbuatan hukum berupa perbuatan hukum 

perlindungan HKI, dan tindakan hukum perlindungan HKI.  

 Ada beberapa teori hukum yang mendasari perlunya suatu 

bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap indikasi 

geografis sebagai hasil dari intelektualitas manusia, yaitu:  

a. Teori Penghargaan, teori ini mengemukakan bahwa 

pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh 

seseorang,sehingga kepada penemu/pencipa/pendesain 

harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya 

 
21  Abdulkadir Muhammad, 2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual , 

Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti,  hlm. 153. 
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kreatifnya dalam menemukan/menciptakan/mendesain 

karya-karya intelektual tersebut.22 

b. Teori Perbaikan, sejalan dengan prinsip yang menyatakan 

bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah 

mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam 

menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh 

kembali apa yang telah dikeluarkannya. Proses 

menghasilkan karya intelektualitas membutukan 

pengorbanan, berupa waktu, pemikiran, tenaga dan biaya 

dalam menghasilkan karya yang mengandung HKI dan 

bermanfaat bagi masyarakat.23 

c. Teori Insentif, Insentif diberikan untuk mengupayakan 

terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. 

Teori ini menghendaki agar semangat hukum dalam 

pengakuan terhadap karya intelektual manusia yang 

mengandung HKI, dimanifestasikan secara konret berupa 

insentif yang diberikan oleh negara dan/atau pihak yang 

bukan negara. Kepada orang dan badan hukum lainnya 

yang ingin memanfaatkan HKI tersebut, harus memperoleh 

lisensi dan membayar royalty kepada orang dan badan 

 
 22 Robert M. Sherwood, 1990, Intellectual Property and Economic Development: Westview 

Special Studies in Science Technology and Public Policy, San Fransisco:Westview Press, hlm. 11-

13. 

 23 Ibid.  
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hukumqyang telah menghasilkan dan mendaftarkan HKI 

tersebut.24 

d. Teori Risiko, teori ini mengakui bahwa HKI adalah suatu 

hasil karya yang mengandung risiko. Risiko yang timbul 

dari penggunaan secara illegal yang menimbulkan kerugian 

secara ekonomis maupun moral bagi penemu.HKI dapat 

diarahkan untuk memperkuat hubungan sosial dari berbagai 

kalangan masyarakat terhadap hukum, antara lain berupa 

ide atau pemikiran hukum, kebiasaan hukum, dan perilaku 

hukum sehingga berlaku secara efektif melindungi HKI.25 

 Berdasarkan Pasal 53 UU Merek dan Indikasi Geografis 

apabila hasil produk akan mendapatkan perlindungan setelah 

didaftarkan Indikasi Geografis tersebut kepada kementrian, 

dikarenakan UU Merek dan Indikasi Geografis menerapkan sistem 

registrasi konstitutif.26  

 Potensi Indikasi Geografis kopi Sumatera Selatan dapat 

meningkatkan angka ekonomi yang lebih tinggi dan bermanfaat 

sebagai alat pengembangan ekonomi lokal. Namun hal tersebut 

 
 24 Muhammad Syaifuddin, 2009, Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspektif FIlsafat, 

Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional, Malang:Tunggal Mandiri Publishing, hlm. 

48. 

 25 Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2016, Hukum Perlindungan Rekayasa 

Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten 

di Indonesia, Malang: Setara Press. Hlm. 148-150. 

 26 Devica Rully Masrur, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan 

Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional”, Lex Jurnalica 

Vol. 15, no. 2 (2018), hlm. 200.  
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membutuhkan komitmen dari para penmangku kepentingan dalam 

hal pengelolaan serta dukungan dari pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat. Dikarenakan Indikasi Geografis melindungi 

potensi hasil-hasil kopi di Sumatera Selatan yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik, posisi Indikasi Geografis diharapkan 

dapat mengakar di dalam suatu daerah dan masyarakatnya 

menjadikannya sebagai kekayaan milik bersama. Dalam tataran 

domain publik atau kepemilikan umum, kekayaan milik bersama 

menjadi rawan terhadap eksploitasi dan pelanggaran. Dalam 

konteks ini, pelindungan terbaik terhadap kekayaan milik bersama 

seyogianya berbasis kepemilikan komunitas 

(communityownership). Kepemilikan komunitas ini menuntut 

adanya sinergi antara tindakan pemerintah dan partisipasi 

komunitas untuk menghasilkan suatu sistem pelindungan yang 

bukan hanya melindungi, melainkan juga produktif terhadap upaya 

penambahan nilai produk dan pencitraan bagi kopi Sumatera 

Selatan.  

E. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah normatif, yang menurut Peter Mahmud 

Marzuki ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari 

hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep 
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hukum, dan norma-norma hukum.27 Penelitian hukum dilakukan 

untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai 

preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.28 

 Penelitian ini tergolong penelitian normative bersisi empiris 

yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat 

hukum dalam artian nyata dan bagaimana bekerjanya hukum di 

lingkungan masyarakat, dikarenakan penelitian ini merupakan studi 

sosial yang bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di 

lapangan.29  

2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, pendekatan penelitiannya 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan 

sosio legal (sosio-legal approach). 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

 Pendekatan undang-undang (statute approach) 

menggunakan metode dengan cara menelaah semua aturan-

aturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan 

dengan isu hukum yang akan diteliti.30 Menggunakan 

metode pendekatan undang-undang peneliti perlu 

 
 27 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana, hlm.22. 

 28 Ibid. 

 29 J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

hlm. 3 
30 Ibid., hlm. 93. 
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memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan 

perundang-undangan.31 Pendekatan undang-undang dalam 

penelitian ini bertujuan untuk melakukan memudahkan 

penulis dalam menelaah dan memahami peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendaftaran 

Indikasi Geografis Kopi Ogan Komering Ulu 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) 

 Pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Pendekatan konseptual beranjak dari pemikiran-pemikiran 

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, 

dengan mempelajari pemikiran dan doktrin di dalam ilmu 

hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

memunculkan pengertian, konsep dan asas hukum, yang 

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pemikiran dan doktrin tersebut merupakan acuan bagi 

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.32 

 Pendekatan konseptual ini digunakan untuk 

memahami pandangan dan doktrin-doktrin yang ada 

hubungannya dengan parlindungan hukum Indikasi 

Geografis Kopi Sumatera Selatan 

 
31 Ibid., hlm. 96. 
32 Ibid., hlm. 95.  
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c. Pendekatan Sosio-Legal (Sosio-Legal Approach) 

 Kajian sosio-legal adalah contoh jenis studi yang 

merepresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks 

daripada teks.33 Dari pendapat Nicola Lacely, kajian sosio 

legal dapat dimengerti sebagai bentuk kajian hukum yang 

menggunakan perpektif ilmu-ilmu sosial terhadap hukum, 

tetapi dilakukan sebagai internal critique. Sasaran kritiknya 

adalah kelemahan-kelemahan praktik hukum tatkala 

bersentuhan dengan kenyataan social. 

 Pendekatan sosio-legal dilakukan untuk 

mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, 

analisis, dan konstruktif terhadap data yang telah 

dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna 

tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam 

konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat 

non-doktrinal. Melalui pendekatan tersebut, obyek hukum 

akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem-subsitem sosial 

lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas 

seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya 

akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan 

basis sosial. 

 
33Digest Epistema, Berkala Isu Hukum dan Keadilan Sosial, Volume 3/2013, 

https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/07/digest_epistema_vol_3-2013.pdf di Akses 

Pada Tanggal 23 Maret 2022, Pukul 17.29 WIB 

https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/07/digest_epistema_vol_3-2013.pdf
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

 Jenis bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini 

dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

 Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum 

tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan 

sebagai data sekunder.34 Peter Mahmud Marzuki menjelaskan 

bahwa dalam memecahkan permasalahan hukum yang preskriptif, 

maka diperlukan sumber-sumber hukum yang dapat dibedakan 

menjadi bahan-bahan hukum primer,sekunder bahkan tersier.35 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat.36 Bahan hukum primer penelitian ini adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 Amandemen 

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishhing The World Trade Organization 

 
 34 Berbeda dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian 

normatif, data yang diperlukan ialah data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup 

yang sadar luas seperti surat-surat pribadi, buku harian, sampai pada dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dalam Penelitian 

Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.122. 

 35 Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan bahan-bahan non-hukum dan jurnal-

jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan jurnal ini 

diharapkan tidak menghilangkan makna penulisan penelitian ini sebagai penelitian normatif. Lihat 

Peter Mahmud Marzuki, Op. cit, hlm. 143-144. 

 36 Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Raja Grafindo , 

hlm. 31 



 
 

  25 

(Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) di 

dalamnya mencakup Agreement on Trade Related 

Aspect of Intellectual Property Rights 

(Persetujuan TRIPs) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 57, Tanggal 2 November 1994; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3564). 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5953). 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis  

 

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi dokumen hukum, laporan 

hukum, catatan hukum, teori hukum, asas hukum, doktrin 

hukum, jurnal hukum, naskah akademik peraturan 

perundang-undangan dan wawancara untuk mencari 

informasi hukum yang relevan dengan permasalahan hukum 

dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, meliputi istilah-istilah yang diambil 

dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum serta bibliografi 

yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui 

penelusuran referensi atau kepustakaan. Sumber hukum diperoleh 

dari dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

masalah penelitian baik dalam berbentuk softfile atau hardcopy atau 

berbentuk buku. Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan 

bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan 

mempergunakan content analysis.37 Teknik ini berguna untuk 

mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang 

berhubungan dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi 

Sumatera Selatan. 

 Untuk melengkapi bahan-bahan hukum pada penelitian kali 

ini, peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden 

wawancara, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.38 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka selanjutnya 

dilaksanakan, dipelajari, dan dianalisis dengan penalaran hukum 

(legal reasoning) yang logis sehingga analisis yang ditempuh 

 
 37 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit,  hlm. 22 

 38 P. Joko Subagyo, 2004, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipta, hlm. 37 
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didasarkan atas langkah-langkah berpikir sistematis dan runtut. 

Teknik analisis bahan-bahan hukum penulisan ini ialah metode 

analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan secara deskriptif 

uraian dari data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan 

mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini. 

Metode ini dilakukan untuk menentukan isi dan makna dari sebuah 

aturan hukum agar dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum penulisan ini.39 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu 

penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta yang bersifat umum 

yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu 

kesimpulan yang bersifat khusus.40 Kesimpulan yang dimaksud 

ialah jawaban pertanyaan hukum dan juga dari perumusan masalah 

yang dijelaskan dalam penelitian hukum ini dan berdasarkan uraian 

dari metode penelitian tersebut diatas. 

 

  

 
39 Burhan Bungin, 2010, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm. 6 
40 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm.10. 
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